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SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
AN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

g : a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor banr2004

1.

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GRuotyi
Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai deggan
perkembangan peraturan yang ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a ddpesdang
perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah dimaksud.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembamtuk
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propawa Jrimur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahanbasn
Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengaarigrdndang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Ndifip
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor &mb@han
Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan &emb
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemizesamt
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo0, 14
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubatas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 NomorT&8pahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubatas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentBegberantasan



Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 200for 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahggara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan &emb
Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberakha
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemarksa
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @ramb
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Béd¢@amor
4400) ;

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tiaamba
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telahldkdxdua kali
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembsemara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara N48+t);

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintabratDae
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahanbasm
Negara Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badanefesa
Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, d&harb
Lembaran Negara Nomor 4654);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentarrgtupan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tat@80 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo6r 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentardpnian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pensrillabrah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahanbasm
Negara Nomor 4593);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangdR@aan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara TamuG62Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4606) sebagairtedah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahl®8 2
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan &emb
Negara Nomor 4855);



17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 198taing
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugamgan dan
Barang Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@ff§ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahadiabah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 i&07;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2@fitang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahui@ 28@ang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabuopat
Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahui® 28@ang
Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaraarad
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahui® 28@ang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerahuia2008
Nomor 3 Seri E);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tah(8 Béntang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Leanb2aerah
Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tah(8 Béhtang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupate
Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 20&8or 9
Seri E).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalsditik@masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memge mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan de@pentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi mastadalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;



. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daefzagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusagripgahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Ba@&RD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengasippotonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negaratia@saRepublik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-uridasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajibanati otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peragant dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengamnaergterundang-
undangan;

. Bupati adalah Bupati Madiun;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyabdis DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiur uns
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat @&ala suatu tata
cara perhitungan terhadap Bendahara PengeluaraataarPenyimpan
Barang jika dalam pengurusannya terdapat KekuraRgapendaharaan
dan kepada Bendahara Pengeluaran dan atau PenyBapang yang
bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;

. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adatuatu proses
tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukalagai
Bendahara Pengeluaran dan bukan sebagai PenyinrgrangBdengan
tujuan menuntut penggantian kerugian yang diselmabl@eh
perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikanjk@annya atau
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mastgghingga
secara langsung atau secara tidak langsung merkarblu{erugian
Daerah;

Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurargaasaldo Buku
Kas dengan sisa Kas yang sesungguhnya atau sklisimg antara
Buku Persediaan Barang dengan sisa barang sesumggufang
terdapat didalam gudang atau tempat lain yang jditgn

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uangt karharga dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai talpbebuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dédali diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan laiyanyg sah;
Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsiongldiamjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakam da



mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belzagaah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

. Penyimpan Barang milik Daerah adalah Pegawai yasgrahi tugas
untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;

. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syaaedtsyang
ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yhedaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diseugiaistdalam suatu
jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainays yitetapkan
berdasarkan  suatu peraturan perundang-undangag enaku
meliputi :

1) Pegawai Negeri Sipil;

2) Pegawai Perusahaan Daerah.

. Ahli Waris adalah Orang yang menggantikan pewariglard
kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajibatuk
seluruhnya atau sebagian;

. Pengampu adalah Orang yang dipercaya untuk melakpgmagawasan
terhadap pegawai serta harta kekayaannya karerga hensangkutan
tidak cakap hukum;

. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang kammankngannya
dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatatdnalperistiwa
sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertangguatdgjan;

. Aparat Pengawasan Fungsional adalah Badan Pemedfé&sangan,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ingpdiioderal,
Badan Pengawas Propinsi Jawa Timur dan InspekiQaiupaten
Madiun;

. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungarbgm®idaharaan yang
dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio bie Bendahara
Pengeluaran dan penyimpan Barang yang bersangkgamgal dunia,
melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawahgampuan atau
apabila Bendahara Pengeluaran atau Penyimpan Basang
bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dirtedah ditegor
oleh Atasan Langsungnya, hamun sampai batas walkig gliberikan
berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuatitpagannya dan
pertanggungjawabannya;

Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daeaafj proses TP
atau TGRnya untuk semntara ditangguhkan karena lgargangkutan
meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan dan tidak
diketahui alamatnya;

. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan rgyguhak
untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan TuntBtanti Rugi
terhadap pelaku Kerugian Daerabh;



v. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajdssorang
untuk membayar hutang kepada Daerah yang menukuinhmenjadi
tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan lkeadiau alasan
penting tidak layak ditagih darinya dan yang beg&atan terbukti
tidak bersalah;

w. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan DaeraAdiamistrasi
Pembukuan karena Pelaku Kerugian Daerah tidak mamgmmbayar
seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudam yang
bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagitbali;

X. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkanakkep pegawai
yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian lsarfan ketentuan
yang berlaku;

y. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yasgngdutan dilihat
dari aspek kemanusiaan baik yangmenyangkut fisik dan fisik
dipandang tidak mampu menyelesaikan Kerugian Daerah

z. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daewadp harus
dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang térbugnimbulkan
kerugian Daerah;

aa.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) ddadarat
keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atgakpam bahwa
yang bersangkutan bertanggung jawab atas keruggera yang terjadi
dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

bb.Peninjauan Ulang adalah upaya pegawai yang palugdimelakukan
kekurangan perbendaharaan atau Kerugian Daerahamédmadilan
setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan skswgan peraturan
yang berlaku;

cc.Majelis Pertimbangan TPTGR selanjutnya disebut Maje
Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officimungik dan
ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupatam
penyelesaian Kerugian Daerah;

dd.Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang sehlawlsebagian
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pelaksanaan TPTGR dalam Peraturan Daerah ini diusdn terhadap
Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Barang atau pegalesa Bendahara
Pengeluaran dan pegawai bukan Penyimpan Barangldagsung atau



tidak langsung yang dapat menimbulkan Kekurangabdpedaharaan dan
atau Kerugian Daerah yang berada pada :

a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Perusahaan Daerah.

BAB Il
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 3

Informasi mengenai adanya kejadian yang mengalabatitau akan
mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dan ateugi&e Daerah
dapat diketahui berbagai sumber antara lain :

a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;

b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleteAtlangsung;

c. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau ppajayang diberikan
kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD di limgan
Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah;

d. Informasi dari sumber-sumber lainnya.

Pasal 4

(1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetathwabdaerah
dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan kKawmdiarena suatu
perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajdétan tidak
melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  mestinya  sehingg
mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkanaétapBupati
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari abtetliketahui
kejadian.

(2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayaa{itl)g lambat 7
(tujuh) hari sejak mengetahui tidak melaporkan gigap telah lalai
melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga kepadaiaymat
dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

(1) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dudakalam pasal
(4) wajib segera menugaskan Inspektur untuk mekkyemeriksaan
terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakésmdrangka
pengamanan maupun upaya pengembalian Kekuranghendaharaan
dan atau Kerugian Daerah sesuai kententuan Perddaerah ini.



(2) Pemeriksaan atas dugaan/sangkaan Kekurangan Pahnlbeaan dan
atau Kerugian Daerah harus didasarkan pada kemys¢degenarnya dan
jumlah Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerudgamah yang
pasti, dengan memperhatikan ketentuan peraturambemaku.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 6

(1) Bendahara Pengeluaran dan Penyimpan Barang bemtagjgwab atas
Kekurangan Perbendaharaan yang terjadi dalam pesaunya,
kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian baiabebas dari
kesalahan atau kelalaian atau Kekurangan Perbemdahizrsebut.

(2) Setiap pegawai yang diduga telah atau akan melakpg&euatan yang
bisa mengakibatkan Kerugian Daerah harus bertamggamab atas
perbuatannya kecuali apabila ia dapat memberikambpktian bahwa
la bebas dari kesalahan atau kelalaian atas parbugat.

(3) Bendahara Pengeluaran dan Penyimpan Barang selzegacimaksud
pada ayat (1) dan pegawai sebagaimana dimaksud ayala (2)
selanjutnya disebut pegawai yang patut diduga m&bkk Kekurangan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah.

(4) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ikigpat
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terhadap pegawgi patut
diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan ataigigarDaerah
terbukti terjadi Kekurangan Perbendaharaan dankdaugian Daerah
yang dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasaysuag, maka
kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jagr@keng sesuai
dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnyaaarinisiatif dan
kelalaian atau kesalahannya.

(5) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ikispat
sebagaimana dimaksud dapal pasal 5 terhadap pegengi patut
diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan ataigigarDaerah
terbukti terjadi Kekurangan Perbendaharaan atawd{@n Daerah
Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 7

Penyelesaian TPTGR dilakukan hanya dalam batas méme
tanggungjawab keuangan pegawai yang patut didugdakok@n
Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerahnnadak menutup



kemungkinan penyelesaian atas tanggung jawabngassadministrasi dan
atau disiplin serta tanggungjawab atas perbuatadanpi yang
dilakukannya.

Pasal 8

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuati Bagi dapat
diselesaikan dengan penyelesaian damai, penyeaieSi@sa, penyelesaian
khusus dan penyelesaian pencatatan.

Bagian Pertama
Penyelesaian Damai
Pasal 9

(1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutari ®ugi
sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai obgfavpai yang
patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan krugian
Daerah atau ahli warisnya atau penampunya dendaligges secara
tunai.

(2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada(ayaidak bias
dilaksanakan dengan pembayaran sekaligus secaia p@gawai yang
patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan ktrugian
Daerah  wajib menandatangani SKTJM yang didalamnya
mencantumkan kesanggupan pegawai yang patut dichedakukan
Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daeralk amdlakukan
angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejakdiitanganinya
SKPJM disertai jaminan barang dengan nilai yangipuk

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimanasdinpiida ayat
(2) dilakukan dengan :

a. Melakukan pemotongan gaji yang dilengkapi dengaratSkiuasa
Pemotongan Gaji.

b. Apabila jumlah pemotongan gaji selama 2 (dua) talet kecil
dari jumlah kewajiban yang tercantum didalam SKTJ3eng
ditetapkan, pegawai yang patut diduga melakukanukaigan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah harus menambah
pelunasannya dari sumber yang bukan berasal dari ga

c. Menyerahkan barang jaminan yang bisa dijual apabdapai
dengan jatuh tempo pelunasan angsuran yang dismtokasih
belum bisa dilunasi dan karenanya penyerahan tarsblengkapi
dengan Surat Kuasa Menjual.

(4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud apadél), ayat
(2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Kabapa#ladiun.



10

(5) Apabila Bendahara Pengeluaran atau Penyimpan Bardaky dapat
melaksanakan pembayaran angsuran dalam jumlah @&iu vwang
ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud paata2ypasal ini
Bupati dengan serta merta bisa menjual barang g@nsesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(6) Apabila terdapat kekurangaan dari hasil penjualarary dimaksud
pada ayat (5), kekurangan tersebut tetap menjadajiEn pegawai
yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaham@au
Kerugian Daerah dan apabila terdapat kelebihanp#arualan barang
tersebut akan dikembalikan kepada pegawai tersebut.

(7) Pelaksanaan keputusan penyelesaian damai atawsksekagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) ddak oleh Majelis
Pertimbangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Biasa
Pasal 10

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugwlalui
penyelesaian damai sebagaimana dimaksud dalam Radalak
berhasil, proses TPTGR dimulai dengan diterbitkanByrat Tuntutan
Perbendaharaan / Surat Tuntutan Ganti Rugi dariaBukepada
pegawai yang patut diduga melakukan KekuranganeRddharaan
atau Kerugian Daerah yang diduga telah atau akanyebabkan
Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah.

(2) Surat Tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat gtijaknya
menyebutkan :

a. ldentitas pelaku;
b. Jumlah pembebanan;
c. Sebab-sebab serta alasan dilakukannya penuntutan.

Pasal 11

(1) Terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud dalam R@sakepada
pegawai yang patut diduga melakukan KekuranganeRddharaan
atau Kerugian Daerah diberikan kesempatan untuk gajekan
keberatan atau pembelaan diri sampai dengan batkisi 4 (empat
belas) hari sejak diterimanya Surat Tuntutan Pethlearaan atau
Surat Tuntutan Ganti Rugi.

(2) Apabila didalam pembelaan diri sebagaimana dimaksuth ayat (1)
pegawai yang patut diduga melakukan KekuranganeRddharaan
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atau Kerugian Daerah dapat membuktikan bahwa iashsédma sekali
dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkaat SCGeputusan
Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagiwaégyang
bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 12

(1) Apabila didalam pembelaan diri sebagaimana dimakialain Pasal 11
ayat (1) pegawai yang patut diduga melakukan Kelgaa
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah tidak dapabubkdikan bahwa
la bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalBigrgtimenetapkan
Surat Keputusan Pembebanan sebesar jumlah kekaranga
perbendaharaan kepadanya.

(2) Terhadap penetapan Surat Keputusan Pembebanan aisehag
dimaksud pada ayat (1) pegawai yang patut didugdakmean
Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah oegoayajukan
permohonan peninjauan ulang kepada Bupati selalalmgatnya 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat keputugambebanan
disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjeama dengan
bukti-bukti baru.

(3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada (2yat
mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan taniekudkan
penundaan walaupun pegawai yang bersangkutan nud@agaj
permohonan peninjauan ulang

Pasal 13

Keputusan Peninjauan Ulang dari Bupati sebagaimanaksud Pasal 12
ayat (2) dapat memperkuat atau membatalkan Suraputisan
Pembebanan atau merubah jumlah pembebanan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Khusus
Pasal 14

(1) Penyelesaian khusus diberlakukan apabila pegawey patut diduga
melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugsmab tidak
melakukan penyelesaian sendiri terhadap TuntutdseRdaharaan dan
atau Tuntutan Ganti Rugi karena meninggal, melartka atau berada
dibawah pengampuan;
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(2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada #&¥atAtasan
Langsung pegawai yang patut diduga melakuka Kekaman
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah atas namai Boglakukan
tindakan pengamanan untuk memperkecil resiko karugdaerah
berupa :

a. Penutupan buku kas dan semua buku pembantu beadahar
pengeluaran dengan memberi garis penutup;

b. Menyimpan semua uang, surat dan barang berhargat-ssuat
bukti maupun buku-buku pada tempat penyimpanan gsgggap
aman dan menyegel tempat penyimpanan tersebut;

c. Khusus untuk penyimpan barang, dilakukan penyegedadmadap
gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barangmanjadi
tanggung jawab penyimpan barang;

d. Menerbitkan Berita Acara Penyegelan atau tindakaiakan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan ¢ sedlisthanoleh
ahli waris bagi yang meninggal dunia atau keluaegdekat bagi
yang tidak mempunyai ahli waris atau pengampu (kuradalam
hal pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berada dizenglampuan
dan pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 15

(1) Atas dasar saran Majelis Pertimbangan, Bupati mjakypegawai yang
ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio ;

(2) Hasil perhitungan ex officio dilampirkan didalamr&uPembebanan
yang diberikan kepada ahli waris atau pengampu;

(3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankepakia ahli waris
atau ahli waris ;

(4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex offici@tajkan oleh
Bupati.

Pasal 16

(1) Terhadap hasil perhitungan ex officio yang dicarkamdi dalam Surat
Pembebanan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 12 )il waris
atau pengampu bisa mengajukan keberatan atau pEanbgdng harus
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1¢detelas) hari
setelah diterimanya Surat Pembebanan tersebut ;

(2) Apabila di dalam pembelaan sebagaim,ana dimaksda agat (1) ahli
waris atau pengampu dapat membuktikan bahwa peggamg patut
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diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan ataigigerDaerah
bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaigoatBmenetapkan
Surat Keputusan Pembebasan disertai pengembalima baik bagi
pegawai yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 17

(1) Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimakswuahdahsal 16
ayat (1), ahli waris atau pengampu tidak dapat meaan bahwa ia
bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaigmatBmenetapkan
Surat Keputusan Pembebanan sebasar jumlah peritueg officio
kepadanya ;

(2) Terhadap penetapan Surat Keputusan Pembebanan aisehiag
dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau pengampatdaengajukan
permohonan peninjauan ulang kepada Bupati selalaimgatnya 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputudd@mbebanan
disertai dengan alas an yang dapat dipertangguwapbpnkan dengan
bukti-bukti baru ;

(3) Keputusan Pembebankan sebagimana dimaksud pada (ayat
mempunyai kekuatan hokum untuk dilaksanakan tanjbekutkan
penundaan walaupun pegawai yang patut diduga meaku
Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah ajo&ag
permohonan peninjauan ulang.

Pasal 18

Keputusan Peninjauan Ulang dari Bupati sebagairdanaksud Pasal 17
ayat (2) dapat memperkuat dan membatalkan Suraitdgegn Pembebanan
atau merubah jumlah pembebanan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Pencatatan
Pasal 19

(1) Jika proses Tuntutan Perbendaharaan dan atau aon@danti Rugi
belum dapat dilaksanakan karena pegawai yang pdidtiga
melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugiaerab
meninggal dunia tanpa ada alhi waris yang diketatau ada abhli
waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungfzamaya atau
melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupaenerbitkan
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Surat Keputusan Pencatatan, jumlah kas atau bali&atyarkan dari
administrasi pembukuan;

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tsewaktu dapat
ditagih apabila pegawai yang patut diduga melakuKakurangan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah diketahui adganatau ahli
waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB V
DALUWARSA
Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 20

(1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabikatahui setelah
lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barargebut dalam kasus
dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai ;

(2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhakyairdinyatakan
daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3alftigahun telah
berakhir setelah :

a. meninggalnya Bendahara Pengeluaran tanpa adanysep&ahuan;
b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakbotargkan
Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 21

(1) TGR Biasa dinyatakan daluawarsa setelah lewatngajlitahun sejak
akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau set8lgtelapan) tahun
sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui ;

(2) TGR Khusus dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) dpabi
a. Diketahui telah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejdkia tahun

kerugian Daerah diketahui, bagi yang melarikan dengan tidak
diketahui alamatnya ;
b. Jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah
1). Meninggal ahli waris atau pengampu tanpa adanya
pemberitahuan ;
2). Jangka waktu untuk mengajukan keberatan beralddiargkan
Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.
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BAB VI
PENGHAPUSAN
Pasal 22

(1) Pegawai yang patut diduga melakukan KekuranganeRddharaan
atau Kerugian Daerah atau ahli waris/pengampu \aegiasarkan
Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kekurangarb®wdaharaan
dan atau Kerugian Daerah tidak mampu membayar gagti maka
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan asdesulis
kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya ;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)iBopatjadakan
penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangapabila ternyata
yang bersangkutan memang tidak mampu, maka deng@@etpjuan
DPRD, Bupati dapat menghapuskan sebagiam atau ubaia
Pembebanan yang ditetapkan di dalam Surat KepuResaghapusan ;

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J dapgih
kembali apabila Pegawai yang patut diduga melakukakurangan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah atau Ahli Ve&is Pengampu
terbukti mampu melunasi Pembebanan ;

(4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugiaerdh yang
bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepult jupiah) dapat
diproses penghapusannya bersamaan dengan peneRgraturan
Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaranebaak saat
ditetapkannya Surat Keputusan Penghapusan.

BAB VII
PEMBEBASAN
Pasal 23

(1) Dalam hal Pegawai yang patut diduga melakukan Kaeigan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah ternyata ngahidgnia tanpa
ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang daesarkan Surat
Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Bhermaka
Majelis Pertimbangan memberitahukan secara terkdgada Bupati
untuk memohonkan pembebanan atas sebagian/selusulajikian
bersangkutan ;

(2) Pembebasan sebagimana dimaksud pada ayat (1pKéataleh Bupati
setelah mendapat persetujuan DPRD.
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BAB VIII
PENYETORAN
Pasal 24

(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angskiekurangan
Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah ataupleagiialan barang
jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerabh;

(2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaianngaratikan
melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusamgd@an atas
barang yang dirampas diserahkan ke Daerah darjgelzn disetorkan
ke Kas Daerah ;

(3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal Rmisahaan
Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindakibn kepada
Rekening Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan TP dan atau TGR, Bupati dibalea Majelis
Pertimbangan ;

(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada(hyaitetapkan
dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepagati ;

(3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex-offesdiri dari :

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota ;

b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;

c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua daeramgkap
Anggota ;

d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangkku se
Sekretaris merangkap Anggota ;

e. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku Anggota

f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan daatilial
selaku Anggota.

(4) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksuth @yat (3)
tidak dapat diwakilkan dalam sidang ;

(5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankamgadoya
mengucapkan sumpabh/janji dihadapan Bupati sesumgjatieketentuan
dan tata cara yang berlaku ;

(6) Tugas Majelis Pertimbangan, dalah memberikan peatdagan
pertimbangan pada setiap persolan yang menyangkdamn TGR.
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Pasal 26

(1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada DiReslapatan dan
Pengelolaan Keuangan ;

(2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuantpku ekretaris
Majelis Pertimbangan dalam melaksankanan tugasiiyantu oleh
Anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari un8unas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan dan unsur instansi ter&ag ditetapkan
dengan Keputusan Bupati ;

(3) Biaya — biaya yang terjadi untuk melaksanakan tugasgas Majelis
Pertimbangan dibebankan pada Anggaran PendapatanBdinja
Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN — LAIN
Pasal 27

(1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kelgaan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkasramapdan
pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebwmga dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), makaatB dapat
melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yangabhgkutan
dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementatuk
melakukan kegiatannya ;

(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan a@labrah dapat
diserahkan penyelesainnya melalui badan peraddagah mengajukan
gugatan perdata ;

(3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membabaging
bersangkutan dari tindak pidana, tidak mengguguhiednDaerah untuk
mengadakan TP-TGR.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian dganghsedang dalam
proses penyelesaian sebelum berlakunya PeraturamalDai diselesaikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarbgaiagu.
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BAB XIi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratDaerah
Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tantut
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi KeuangarBdeang Daerah,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30
Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daamhsepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjuigale Peraturan
Bupati.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaidéingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrefangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah
Kabupaten.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 9 Juni 2009

BUPATI MADIUN
ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 2/E

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869




